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ABSTRAK

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar
yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar masyarakat. Pelayanan
kesehatan bagi penderita hipertensi merupakan salah satu indikator SPM dengan capaian yang masih rendah
dibandingkan indikator pelayanan kesehatan lainnya di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
pemenuhan cakupan SPM pada pelayanan kesehatan penderita hipertensi di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota
Makassar Tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif komparatif. Data
dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen terhadap delapan informan yang berasal
dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, Puskesmas Tamalanrea Jaya, dan Puskesmas Rappokalling. Data dianalisis
menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan dalam pemenuhan SPM pelayanan kesehatan penderita hipertensi
berdasarkan enam aspek yang dikaji, yaitu sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, pendanaan,
manajemen program, monitoring dan evaluasi, serta dukungan kebijakan dan kepemimpinan. Sarana dan prasarana
serta pendanaan secara umum relatif memadai, sedangkan keterbatasan SDM menjadi salah satu kendala utama dalam
pencapaian target pelayanan. Di Puskesmas Rappokalling, capaian SPM hipertensi menurun dari 59,92% pada tahun
2023 menjadi 43,38% pada tahun 2025, yang berkaitan dengan pergantian petugas dan keterbatasan kemampuan
penggunaan sistem digital. Sebaliknya, Puskesmas Tamalanrea Jaya menunjukkan peningkatan capaian hingga
mencapai 100% pada tahun 2025. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan SPM pelayanan kesehatan
penderita hipertensi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana dan pendanaan, tetapi juga dipengaruhi oleh
kecukupan dan kapasitas SDM serta pengelolaan program di tingkat Puskesmas. Penguatan kapasitas SDM,
keberlanjutan pengelola program, dan optimalisasi sistem monitoring diperlukan untuk mendukung pencapaian SPM
hipertensi secara konsisten.

Kata kunci : Standar Pelayanan Minimal; hipertensi; pelayanan kesehatan; Puskesmas; sumber daya manusia.
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ABSTRACT

The Minimum Service Standard (MMS) in the health sector outlines the types and quality of basic services that local
governments must provide to fulfill the public's basic rights. In Makassar City, healthcare services for hypertension
patients represent an SPM indicator with achievement levels that remain low compared to other health service
indicators. This study aims to analyze the fulfillment of SPM coverage for hypertension healthcare services within the
Makassar City Health Office's jurisdiction in 2025. A qualitative approach with a descriptive-comparative design was
employed. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document reviews with eight
informants from the Makassar City Health Office, the Tamalanrea Jaya Community Health Center (Puskesmas), and
the Rappokalling Community Health Center. Data analysis followed the Miles and Huberman model, comprising data
reduction, data display, and conclusion drawing. The results reveal variations in meeting SPM requirements for
hypertension services across six examined aspects: human resources (HR), facilities and infrastructure, funding,
program management, monitoring and evaluation, and policy and leadership support. While facilities, infrastructure,
and funding were generally adequate, limited human resources emerged as a primary obstacle to achieving service
targets. At Rappokalling Community Health Center, the SPM achievement for hypertension dropped from 59.92% in
2023 to 43.38% in 2025, a decline attributed to staff turnover and limited proficiency with digital systems. Conversely,
Tamalanrea Jaya Community Health Center demonstrated improved performance, reaching 100% achievement in
2025. The study concludes that meeting SPM requirements for hypertension healthcare services depends not only on
the availability of facilities and funding but is also significantly influenced by the adequacy and capacity of human
resources, as well as program management at the community health center level. Strengthening human resource
capacity, ensuring the continuity of program management, and optimizing monitoring systems are essential to
consistently achieve the Minimum Service Standards (MSH) for hypertension.

Keywords : Minimum Service Standards; hypertension; health services; Community Health Center (Puskesmas),
human resources.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi Indonesia. Pasal 28H ayat (1) UUD
1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan, sementara
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan tanggung jawab pemerintah pusat
dan daerah dalam menyelenggarakan layanan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau. Sebagai
instrumen operasional untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan
kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang berfungsi sebagai tolak ukur jenis dan
mutu pelayanan dasar yang wajib diterima setiap penduduk, sekaligus sebagai indikator kinerja wajib
pemerintah daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(1)

Implementasi SPM kesehatan secara nasional masih menghadapi tantangan signifikan. Data tahun
2023 mencatat rata-rata capaian indikator SPM secara nasional berkisar antara 73-85%, jauh di bawah
target 100% yang ditetapkan. Kesenjangan ini mencerminkan adanya penyimpangan sistemis dalam praktik
administrasi pembangunan kesehatan di tingkat daerah. Beberapa faktor yang secara konsisten
diidentifikasi dalam penelitian terdahulu sebagai hambatan utama meliputi: keterbatasan dan distribusi
yang tidak merata sumber daya manusia (SDM) kesehatan, keterbatasan sarana dan prasarana puskesmas,
ketidakcukupan pendanaan operasional program, kelemahan manajemen program dan perencanaan
berbasis kebutuhan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang belum optimal.(2)

Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan pusat pertumbuhan Kawasan Timur
Indonesia memiliki populasi 1.458.725 jiwa (BPS, 2024) yang dilayani oleh 47 puskesmas. Meskipun

demikian, capaian SPM di Kota Makassar menunjukkan pola ketidakstabilan yang mengkhawatirkan. Data
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Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2022-2024 mengungkapkan penurunan signifikan pada tahun 2024
dibandingkan 2023, khususnya pada pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang turun menjadi 86,58%
dan usia produktif menjadi 85,40%, sementara seluruh indikator telah mencapai 100% pada tahun 2023.(3)

Secara khusus, pelayanan kesehatan penderita hipertensi menjadi indikator SPM yang paling sulit
dicapai dibandingkan 11 indikator lainnya. Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024 menetapkan bahwa setiap
penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas berhak mendapatkan pelayanan sesuai standar yang mencakup
pengukuran tekanan darah minimal satu kali sebulan, edukasi non-farmakologis, pelayanan farmakologis,
serta konseling kepatuhan terapi. Kompleksitas perhitungan target berdasarkan prevalensi hipertensi,
konstanta pengali, dan jumlah penduduk menghasilkan jumlah sasaran yang sangat besar sehingga menjadi
beban tersendiri bagi tenaga kesehatan pelaksana.(4)

Perbandingan data capaian SPM hipertensi antara Puskesmas Tamalanrea Jaya yang mengalami
kenaikan pesat (63,57% pada 2023 hingga 100% pada 2025) dan Puskesmas Rappokalling yang mengalami
penurunan terus-menerus (59,92% pada 2023 hingga 43,38% pada 2025) memberikan kontras yang
menarik untuk dikaji. Perbedaan ini memperkuat urgensi penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor
determinan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SPM hipertensi di tingkat fasilitas
kesehatan.(5)

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan cakupan Standar Pelayanan Minimal pada
pelayanan kesehatan penderita hipertensi di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar, dengan fokus
pada enam variabel: SDM, sarana dan prasarana, pendanaan/anggaran, manajemen program, monitoring

dan evaluasi, serta dukungan kebijakan dan kepemimpinan.(6)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif komparatif yang
bertujuan mendeskripsikan secara mendalam karakteristik fenomena pemenuhan cakupan SPM hipertensi,
sekaligus membandingkan kondisi pelaksanaan di lokasi-lokasi yang memiliki capaian berbeda.
Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian pada pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan, bukan pada generalisasi statistik. Penelitian dilaksanakan mulai
November 2025 hingga pertengahan 2026 di tiga lokasi: (1) Dinas Kesehatan Kota Makassar sebagai
regulator dan koordinator SPM; (2) Puskesmas Tamalanrea Jaya yang berlokasi di J1. Perintis Kemerdekaan
IV No. 9, mewakili puskesmas dengan capaian SPM hipertensi tertinggi; dan (3) Puskesmas Rappokalling
di JI. Rappokalling Timur No. 25, mewakili puskesmas dengan capaian terendah. Pemilihan lokasi secara
purposif berdasarkan relevansi dengan topik penelitian dan variasi capaian SPM yang kontras.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 8 informan kunci yang dipilih secara
purposif berdasarkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan SPM. Data sekunder diperoleh dari
dokumen resmi berupa laporan tahunan, profil kesehatan Kota Makassar, laporan pencapaian SPM 2023-
2025, serta regulasi terkait. Pengumpulan data dilakukan secara triangulasi melalui tiga teknik: (1)

wawancara mendalam semi-terstruktur untuk menggali informasi komprehensif terkait pelaksanaan,
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kendala, dan upaya pencapaian SPM; (2) observasi langsung terhadap kondisi dan proses pelaksanaan
program di lapangan; dan (3) telaah dokumen laporan capaian SPM dan kebijakan terkait.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014) yang dilakukan secara
berlanjut hingga data jenuh, mencakup tiga tahap: (1) reduksi data: pemilahan, pengelompokan, dan
eliminasi data tidak relevan menjadi tema-tema utama; (2) penyajian data: penyusunan data tereduksi dalam
bentuk narasi deskriptif dan tabel perbandingan; serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi melalui

triangulasi sumber.

HASIL
Pemenuhan SPM Pelayanan Hipertensi

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan capaian SPM pelayanan hipertensi antara Dinas
Kesehatan Kota Makassar dan puskesmas. Capaian Dinas Kesehatan meningkat dari 71,01% pada tahun
2023 menjadi 90,72% pada tahun 2025. Puskesmas Tamalanrea Jaya mencapai 100% pada tahun 2025,
sedangkan Puskesmas Rappokalling mengalami penurunan hingga 43,38%. Hasil wawancara dengan
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar menunjukkan bahwa rendahnya capaian hipertensi berkaitan
dengan besarnya sasaran dan kompleksitas perhitungan.

Informan menyatakan, “Dari 12 jenis pelayanan dasar pada SPM Kota Makassar yang paling
rendah itu pada pelayanan kesehatan penderita hipertensi karena perhitungannya tinggi sedangkan
perhitungan hipertensi sulit dihitung, salah satu penyebabnya dari sumber daya manusianya.”

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana secara umum telah tersedia dan mendukung pelayanan hipertensi. Ketersediaan
alat kesehatan, obat-obatan, fasilitas pelayanan, serta sarana pendukung telah menunjang pelaksanaan
pelayanan di dalam maupun luar gedung. Staf P2P Dinas Kesehatan Kota Makassar menyatakan,

“Kalau untuk alat kesehatan dan obat-obatan saya kira sudah terpenuhi semua, dan untuk
infrastrukturnya rata-rata Puskesmas itu sudah bagus.” Meskipun demikian, masih terdapat beberapa
fasilitas yang membutuhkan perbaikan.

Pendanaan danAnggaran

Pelaksanaan SPM hipertensi memperoleh dukungan pembiayaan dari APBD, DAK, dan BLUD
puskesmas. Anggaran digunakan untuk pelayanan kesehatan, kegiatan promotif dan preventif, operasional,
penyediaan obat dan bahan medis, serta pelaporan program. Hingga Triwulan II tahun 2025, realisasi
anggaran mencapai sekitar 52%. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar menyampaikan bahwa sumber
pembiayaan SPM berasal dari APBD dan dukungan pemerintah pusat melalui DAK. Hal ini menunjukkan
bahwa pelaksanaan program telah memperoleh dukungan anggaran dari beberapa sumber pembiayaan.
Manajemen Program

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen program dilakukan melalui perencanaan,
pembagian tugas, pelaksanaan pelayanan, pencatatan, dan pelaporan. Pelayanan hipertensi dilaksanakan

melalui pelayanan dalam gedung maupun kegiatan luar gedung, termasuk Posbindu PTM. Namun,
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partisipasi masyarakat dalam pemeriksaan rutin masih menjadi kendala. Pengelola SPM Puskesmas
Tamalanrea Jaya menyatakan,

“Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau
melakukan pemeriksaan secara rutin.”
Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui pertemuan bulanan, koordinasi triwulanan,
monitoring semesteran, supervisi lapangan, serta komunikasi antara Dinas Kesehatan dan puskesmas. Hasil
monitoring digunakan untuk memvalidasi data, mengidentifikasi kendala, dan menentukan tindak
lanjut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar menyampaikan,

“Untuk di level Kadis kami ada pertemuan rutin setiap sebulan sekali bersama kepala puskesmas,
dalam pertemuan rutin itu kita membahas satu-satu capaian puskesmas dan mencari solusi terkait kendala
yang mereka hadapi.”

Dukungan Kebijakan dan Kepemimpinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SPM hipertensi memperoleh dukungan regulasi
melalui Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 773/069.05/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim
Penerapan SPM Kota Makassar. Dukungan pimpinan juga diwujudkan melalui arahan, koordinasi,
pembinaan, serta monitoring dan evaluasi. Pada tingkat puskesmas, pengelola SPM Puskesmas
Tamalanrea Jaya menyampaikan bahwa kepala puskesmas memberikan motivasi dan arahan kepada
petugas serta mendorong penyelesaian kendala yang muncul dalam pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SPM hipertensi di Kota
Makassar telah didukung oleh kebijakan, pendanaan, sarana dan prasarana, manajemen program, serta
monitoring dan evaluasi. Namun, masih terdapat kendala terutama pada ketersediaan dan kompetensi SDM,
beban kerja petugas, distribusi tenaga, serta partisipasi masyarakat dalam pemeriksaan hipertensi. Kondisi
tersebut turut terlihat dari perbedaan capaian antara Puskesmas Tamalanrea Jaya dan Puskesmas
Rappokalling.

PEMBAHASAN

Pemenuhan SPM Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian SPM pelayanan hipertensi di Kota Makassar belum
merata. Capaian Dinas Kesehatan meningkat dari 71,01% pada 2023 menjadi 90,72% pada 2025.
Puskesmas Tamalanrea Jaya juga mengalami peningkatan hingga mencapai 100%, sedangkan Puskesmas
Rappokalling justru menurun menjadi 43,38%. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan SPM tidak
hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan masing-masing fasilitas dalam mengelola
sumber daya dan menjangkau sasaran.
Sumber Daya Manusia

SDM menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi pencapaian SPM hipertensi. Kendala tidak
hanya berkaitan dengan jumlah tenaga, tetapi juga kompetensi dalam menghitung sasaran, melakukan

pencatatan, pelaporan, serta menggunakan sistem informasi. Besarmnya sasaran hipertensi juga
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meningkatkan beban kerja petugas. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan
bahwa keterbatasan jumlah, kompetensi, dan distribusi tenaga dapat menghambat pencapaian indikator
SPM. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pemerataan SDM menjadi kebutuhan penting dalam
mendukung pencapaian target.

Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana secara umum bukan
merupakan kendala utama dalam pelaksanaan SPM hipertensi di Kota Makassar. Ketersediaan fasilitas
pelayanan, alat kesehatan, obat-obatan, serta sistem distribusi logistik telah mendukung penyelenggaraan
pelayanan sesuai standar. Meskipun demikian, masih ditemukannya beberapa puskesmas dengan kondisi
bangunan rusak ringan dan rusak berat menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur agar kualitas
pelayanan dapat semakin optimal. Namun, kondisi tersebut belum memberikan dampak yang signifikan
terhadap pelaksanaan pelayanan hipertensi karena pelayanan tidak hanya dilakukan di dalam gedung
puskesmas, tetapi juga melalui kegiatan luar gedung kepada masyarakat. Selain dukungan infrastruktur
fisik, penggunaan aplikasi SIPABALETA dalam pemantauan stok obat menunjukkan bahwa pemanfaatan
teknologi informasi telah memperkuat sistem logistik kesehatan sehingga ketersediaan obat dapat dipantau
dan dipenuhi secara lebih efektif.(10)

Pendanaan dan Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendanaan bukan merupakan hambatan utama dalam
pelaksanaan SPM hipertensi di Kota Makassar. Dukungan pembiayaan dari APBD, yang dilengkapi dengan
DAK pada beberapa kegiatan serta dukungan BLUD puskesmas, mampu menunjang pelaksanaan
pelayanan sesuai kebutuhan program. Meskipun terdapat keterbatasan penerimaan DAK akibat kapasitas
fiskal Kota Makassar, pemerintah daerah tetap dapat menjaga keberlangsungan program melalui
optimalisasi APBD. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah memiliki tanggung jawab
untuk memastikan pelayanan kesehatan dasar terselenggara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
dalam standar pelayanan minimal. (11)

Selain itu, mekanisme penyusunan anggaran yang dilakukan secara terstruktur dari tingkat
puskesmas hingga Dinas Kesehatan menggambarkan bahwa proses perencanaan dan pengalokasian dana
telah berjalan dengan baik. Ketersediaan pendanaan tersebut berkontribusi terhadap kelancaran
pelaksanaan pelayanan hipertensi, mulai dari penyediaan operasional, kegiatan skrining, promosi
kesehatan, hingga pelaporan capaian program. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa
kecukupan anggaran menjadi faktor pendukung dalam implementasi SPM hipertensi. Namun, keberhasilan
program tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan sumber

daya, koordinasi pelaksanaan, dan pemanfaatan anggaran secara optimal.(12)

Manajemen Program
Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen program SPM pelayanan kesehatan

penderita hipertensi di Kota Makassar telah mengimplementasikan fungsi-fungsi menajemen yang
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Pembagian tugas antara Dinas Kesehatan sebagai koordinator dan puskesmas sebagai pelaksana
menunjukkan adanya koordinasi yang mendukung implementasi program. Perencanaan yang disusun
berdasarkan data capaian, jumlah sasaran, serta kebutuhan pelayanan menunjukkan bahwa pengelolaan
program telah menerapkan pendekatan berbasis data (evidence-based planning). Selain itu, pelaksanaan
monitoring dan evaluasi secara berkala memungkinkan Dinas Kesehatan mengidentifikasi hambatan serta
melakukan tindak lanjut terhadap puskesmas yang belum mencapai target.(13,14)

Namun demikian, keberhasilan implementasi program tidak hanya ditentukan oleh manajemen
internal organisasi. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara
berkala serta luasnya sasaran pelayanan masih menjadi tantangan dalam pencapaian indikator SPM
hipertensi. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya promotif, preventif, dan pemberdayaan masyarakat perlu
terus diperkuat agar cakupan pelayanan dapat meningkat. Secara keseluruhan, hasil penelitian
menunjukkan bahwa sistem manajemen program SPM hipertensi di Kota Makassar telah berjalan dengan
baik. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaannya masih perlu didukung melalui penguatan koordinasi lintas
program, peningkatan keterlibatan masyarakat, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi agar target
pelayanan hipertensi dapat tercapai secara berkelanjutan.(15)

Monitoring dan Evaluasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem monitoring dan evaluasi SPM hipertensi di Kota
Makassar telah berjalan secara berjenjang mulai dari tingkat puskesmas hingga Dinas Kesehatan.
Monitoring dilakukan secara berkala melalui pertemuan rutin, supervisi lapangan, serta verifikasi data
sehingga perkembangan capaian program dapat dipantau secara berkesinambungan. Pemanfaatan berbagai
metode monitoring, baik melalui kunjungan langsung maupun komunikasi daring, menunjukkan adanya
upaya untuk menjaga kualitas data dan mempercepat penyelesaian permasalahan di lapangan. Proses
validasi terhadap puskesmas dengan capaian rendah juga menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa
hasil pelaporan mencerminkan kondisi yang sebenarnya sebelum dilakukan tindak lanjut.(16)

Meskipun demikian, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara langsung membutuhkan sumber
daya, alokasi waktu, serta dukungan biaya yang relatif besar. Oleh sebab itu, kombinasi antara supervisi
lapangan dan pemanfaatan media komunikasi digital menjadi alternatif yang dapat meningkatkan efisiensi
tanpa mengurangi efektivitas pembinaan program.

Dukungan Kebijakan dan Kepemimpinan

Dukungan kebijakan dan kepemimpinan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan SPM
hipertensi. Hal ini terlihat dari adanya regulasi daerah, koordinasi lintas unit, pembinaan, serta keterlibatan
pimpinan dalam monitoring dan evaluasi. Namun, perbedaan capaian antar puskesmas menunjukkan
bahwa dukungan kebijakan perlu diterjemahkan secara konsisten ke dalam strategi operasional sesuai
kondisi masing-masing wilayah.

Secara keseluruhan, pencapaian SPM hipertensi di Kota Makassar dipengaruhi oleh keterkaitan
antara SDM, sarana dan prasarana, pendanaan, manajemen program, monitoring dan evaluasi, serta

dukungan kebijakan. Dari keenam aspek tersebut, SDM dan kemampuan menjangkau sasaran menjadi
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pelaksanaan program. Oleh karena itu, peningkatan capaian SPM perlu difokuskan pada penguatan
kompetensi dan distribusi tenaga, pelayanan berbasis masyarakat, pengelolaan data, serta tindak lanjut hasil

monitoring secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan kesehatan penderita hipertensi di Kota
Makassar Tahun 2025 menunjukkan capaian yang bervariasi antar-Puskesmas. Dari enam aspek yang
dikaji, SDM menjadi salah satu faktor penting yang berkaitan dengan perbedaan capaian, terutama dalam
hal stabilitas tenaga, kemampuan penggunaan sistem pelaporan digital, dan keberlanjutan pengelolaan
program. Sarana dan prasarana serta pendanaan secara umum telah memadai, sedangkan monitoring dan
evaluasi masih memerlukan penguatan supervisi. Dukungan kebijakan dan kepemimpinan turut
mendukung keberlangsungan program. Selain itu, mobilitas penduduk dan pemanfaatan pelayanan
kesehatan di luar Puskesmas menjadi tantangan dalam pencatatan dan pencapaian cakupan SPM hipertensi.

Disarankan agar Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Puskesmas memperkuat kapasitas dan
kesinambungan SDM, khususnya dalam penggunaan sistem pelaporan digital, meningkatkan monitoring
dan supervisi, serta memperkuat koordinasi pencatatan pelayanan hipertensi dengan fasilitas kesehatan

lainnya agar capaian SPM dapat tergambarkan secara lebih akurat.
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